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JALAN panjang pelaksanaan program

vaksinasi Covid-19 membutuhkan du-

kungan semua pihak. Hingga 8 Juni data

Kementrian Kesehatan mencatat sekitar

40 juta 22,23%  penerima vaksin dosis

lengkap dari target untuk terbentuknya

kekebalan kelompok sebesar 181,5 juta

warga. Di tengah pencapaian yang mut-

lak menuntut upaya percepatan, pelak-

sanaan vaksinasi membutuhkan kapasi-

tas manajemen publik kolaboratif.

Kepublikan tercipta saat semua pihak

bekerja atas nama nilai publik yang ter-

ancam krisis. Kita dapat mencermatinya

dalam program vaksinasi sebagai kewa-

jiban penyediaan barang publik di tengah

pandemi. Dalam perspektif ini, vaksinasi

tidak hanya dimaknai sebatas pencapa-

ian hasil dan  keberadaan dampak.

Namun lebih jauh tentang bagaimana

dampak itu mencapai derajat kualitas

yang dijamin serta dicapai melalui cara

yang berpihak pada nilai publik.

Empat Hal

Derajat kepublikan program vaksinasi

diindikasikan empat hal. Aksesibilitas,

jaminan, akuntabilitas, intensitas dam-

pak serta kepercayaan publik. Menjamin

vaksinasi secara gratis merupakan lang-

kah awal yang signifikan dalam mem-

berikan keadilan akses. Jaminan ini

menghapus kekhawatiran akan berlaku-

nya mekanisme pasar yang berisiko

membebani publik dalam program vaksi-

nasi. Tanpa biaya, warga memiliki ke-

sempatan yang setara untuk mendapat-

kan vaksin.

Semakin luas kepentingan warga ter-

penuhi dalam program vaksinasi, sema-

kin tinggi kepublikannya. Cakupan dan

komposisi penerima vaksin telah diran-

cang sesuai skenario kekebalan kelompok.

Hal yang harus diawasi adalah soal kon-

sistensi dan transparansi skema kelom-

pok prioritas penerima vaksin. Kontro-

versi adanya kelompok nonprioritas men-

dahului kelompok prioritas jangan kem-

bali terulang. Ini mencederai keadilan.

Pemenuhan nilai publik juga menyoal

akuntabilitas dan jaminan keamanan

vaksinasi. Keterbukaan informasi sepu-

tar pengadaan vaksin, jenis vaksin,

mekanisme penyelenggaraan dan per-

kembangan data capaian vaksinasi dibu-

tuhkan publik. Selaras dengan hal itu, se-

cara esensial publik turut membutuhkan

responsibilitas jaminan mutu dan ke-

amanan vaksin. Jaminan ini penting gu-

na memastikan upaya vaksinasi patuh

pada koridor konstitusional dalam pe-

menuhan hak hidup dan hak atas kese-

hatan warga.

Ada mekanisme konstruktif dalam

menjamin keamanan vaksin dengan

melibatkan otoritas terkait secara kolab-

oratif. Otoritas bidang pengawasan, peni-

laian obat serta imunisasi yang dikoordi-

nasikan BPOM berfungsi memeriksa

mutu dan keamanan setiap jenis vaksin

untuk memberikan jaminan keamanan

secara klinis. Hal ini kemudian diku-

atkan dengan jaminan syariat tentang

kehalalan dan hukum penggunaan

vaksin lewat fatwa MUI. Jaminan

keamanan klinis dan syariat ber-

fungsi melegitimasi pilihan penggu-

naan jenis vaksin yang terbatas tan-

pa mengurangi tanggung jawab

pelindungan kepentingan publik.

Jaminan keamanan klinis dan sya-

riat berpengaruh pada respons dan

penerimaan publik terhadap vaksi-

nasi. Dengan proyeksi intensitas

dampak signifikan untuk meng-

akhiri pandemi dan menjadikannya

titik balik pemulihan multisektor, pe-

nerimaan publik bermakna penting. 

Ikhtiar

Besarnya kebutuhan vaksinasi se-

bagai ikhtiar penanggulangan pan-

demi jangan dijadikan ruang per-

mainan politik dan kepentingan

pasar kelompok tertentu. Ancaman

itu terbuka mengingat masih pan-

jangnya rangkaian program vaksinasi

nasional. Ancaman tersebut terbuka

mengingat masih panjangnya rangkaian

program vaksinasi nasional. Gejala ini

mulai tampak dengan terungkapnya ka-

sus perdagangan vaksin ilegal yang meli-

batkan oknum dokter dan birokrat di

Sumatera Utara. Kondisi ini menuntut

penegakan hukum secara tegas untuk

melindungi kepentingan publik.

Program vaksinasi tengah berada di

jalur yang semestinya dalam mengupa-

yakan dampak bagi kepentingan publik.

Negara terus berupaya mengatasi ke-

tidakpastian, menyiapkan kapasitas,

mengkoordinasikan respon serta meng-

komunikasikan pada publik. Untuk men-

jaga konsistensi pencapaian tujuan dan

memastikannya dilaksanakan secara

bertanggung jawab, pengawasan publik

dibutuhkan. Publik pun memiliki peran

utama tak kalah penting. Yakni berdis-

plin menerapkan langkah-langkah pe-

ngendalian pandemi sembari menanti

kekebalan kelompok tercipta.  ❑

*) Martino, Mahasiswa S2 Manajemen

dan Kebijakan Publik UGM

Dinamika Kepublikan Program Vaksinasi 
Martino

Presiden Jokowi: Percepat vaksinasi

Covid-19

-- Agar bisa cepat keluar dari pan-

demi.

***

PPDB DIY terbuka bagi calon siswa lu-

ar daerah.

- Tak perlu ragu bersekolah di DIY.

***

Perekonomian DIY tunjukkan sinyal

positif.

-  Semoga segera menjadi kenyata-

annya.

Tempe, Makanan Fungsional yang Mendunia
Sejak tahun 2013, 6 Juni diperingati

sebagai Hari Tempe Nasional. Dua

alasan penetapannya adalah,  6 Juni

merupakan tanggal lahir Presiden

Soekarno dan  6 Juni 2013 bertepatan de-

ngan peresmian Rumah Tempe Indone-

sia : suatu tempat yang melakukan cara

produksi tempe yang baik dan higienis.

Dalam pidatonya, Presiden Soekarno se-

ring mengatakan bahwa kita bangsa be-

sar, bukan bangsa tempe. Beliau senanti-

asa menggelorakan semangat agar kita

tidak mengemis kepada penjajah, kita

bangsa yang suka kerja keras, tetapi

bukan bangsa kuli, bukan bangsa

tempe.

Secara tradisional, sebelum menja-

di tempe, kedelai yang telah direbus

perlu diinjak-injak untuk mengupas

kulit bijinya agar dapat ditumbuhi ra-

gi. Presiden Soekarno tidak ingin kita

bernasib seperti kedelai yang mau di-

injak-injak oleh penjajah. Oleh karena

itu, beliau sering menekankan bahwa

kita bukan bangsa tempe.  

Serat Centhini

Sesungguhnya, kata tempe dikenal

pertama kalinya dalam Serat

Centhini Jilid 3-6 dan Jilid 10-12.

Buku tersebut mengungkap tentang

kehidupan masyarakat Jawa pada

abad ke-16. Kata tempe dan hasil

olahannya disebut di dalamnya. Ke-

gemaran mengonsumsi tempe yang

dilakukan oleh orang Jawa mampu

membuat derajad kesehatan lebih baik

dan umur lebih lama dibanding pen-

duduk daerah lain. 

Para peneliti menemukan fakta bahwa

tempe memiliki kandungan gizi, teruta-

ma protein, vitamin, mineral, dan serat

yang sangat baik bagi kesehatan. Tempe

yang dibungkus dengan daun pisang ter-

bukti memiliki kandungan vitamin B12

dalam jumlah tinggi karena pada daun

pisang tersebut dapat tumbuh bakteri

Klibsiella yang mampu menghasilkan vi-

tamin tersebut. Selain itu, proses pembu-

atan tempe akan membuat ragi (jamur

Rhizopus) memecah protein menjadi

asam-asam amino. 

Selain itu, tempe juga mengandung

isoflavon yang bernama daidzein,

daidzin, genestein, dan genestin.

Senyawa-senyawa tersebut mampu ber-

peran sebagai antioksidan, sehingga da-

pat meredam terbentuknya radikal bebas

penyebab penyakit degeneratif seperti

atherosklerosis, stroke, dan serangan

jantung. Tempe mampu menghasilkan

senyawa anti bakteri yang dapat

melawan diare dengan sangat cepat.

Penelitian menunjukkan, penyembuhan

diare anak  menjadi lebih cepat setelah

diberi bubur tempe (tempe yang di-

blender). 

Tempe juga terbukti memiliki efek

hipokolesterolemik. Konsumsi tempe da-

pat menurunkan kadar lemak darah

atau kadar kolesterol total, LDL (koles-

terol jahat), dan trigliserida darah yang

naik akibat makan sumber lemak

hewani. Malahan sebaliknya, tempe da-

pat meningkatkan HDL (kolesterol baik).

Beragamnya manfaat tempe bagi kese-

hatan tersebut membuatnya menjadi

makanan fungsional.

Mengajukan Klaim

Potensi tempe sebagai makanan fung-

sional, kini telah dikenal luas ke berbagai

belahan dunia. Tempe juga telah dipro-

duksi di beberapa negara, seperti Jepang,

Perancis, Australia, Swedia, Mexico, dan

Belanda. Agar tempe tidak diklaim oleh

negara lain, maka sudah selayaknya

bangsa Indonesia mengajukan klaim ke

UNESCO agar memberikan pengakuan

bahwa tempe merupakan warisan bu-

daya takbenda dari nenek moyang kita.

Ada lima alasan sebagai dasar penga-

juan tersebu. Yaitu (1) belum ada pro-

duk kuliner Indonesia yang mendapat

pengakuan UNESCO. (2). Tempe

merupakan makanan tradisional asli

Indonesia dan merupakan bagian bu-

daya Indonesia yang perlu

dilestarikan. (3). Tempe merupakan

makanan yang kaya akan zat gizi dan

sangat bermanfaat bagi kesehatan, se-

hingga layak disebut sebagai superfood

dunia. (4). Tempe mempunyai peran

nyata dalam pengentasan kemiskinan

di Indonesia  dan (5) tempe telah men-

dunia. Jangan sampai diklaim berasal

dari budaya bangsa lain.

Semoga upaya bangsa Indonesia un-

tuk melindungi warisan budaya tak-

benda terhadap tempe dapat segera

terwujud. Kita semua perlu men-

dukung upaya tersebut.  ❑

*) Prof Dr Ambar Rukmini, Dosen

Program Studi Teknologi Pangan

Universitas Widya Mataram Yogyakarta;

Pengurus Perhimpunan Ahli Teknologi

Pangan Indonesia (PATPI)

Ambar RukminiHoaks Seputar Haji
PEMBATALAN pemberangkatan haji

sudah diputuskan seminggu lalu. Namun

hingga kini, pembicaraan masalah ini

masih terus terjadi. Apalagi juga berkem-

bang isu-isu miring yang sengaja dihem-

buskan oleh pihak-pihak tertentu, dengan

tujuan tertentu pula. Lebih dari itu juga

banyak beredar kabar bohong atau hoaks

yang bisa membuat bingung masyarakat.

Terkait pembatalan haji, info hoaks

yang beredar misalnya menyebutkan In-

donesia masih punya hutang akomodasi

di Arab Saudi, vaksin untuk jemaah Indo-

nesia belum diverifikasi WHO,Indonesia ti-

dak maksimal dalam berjuang melakukan

lobi ke Arab Saudi, setelah Indonesia

membatalkan rencana pemberangkatan

haji Malaysia mendapat tambahan kuota

10.000, dan masih banyak lagi. Sedang

terkait dana haji beredar info dana yang

sudah disetor para calon haji dipakai oleh

pemerintah RI, dan lainnya.

Pihak-pihak terkait sebenarnya sudah

melakukan counter atau memberikan

tabayun (klarifikasi) terhadap informasi ini,

baik yang dilakukan Menteri Agama Yaqut

Cholil Qoumas, Wakil Menag Zainut Tau-

hid Sa�adi, Dubes RI untuk Arab Saudi

Agus Maftuh A, maupun jajaran pejabat di

bawah mereka. Begitu juga Kepala Badan

Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dr

Anggito Abimanyu dan jajarannya sudah

menegaskan dana haji aman, tetap utuh,

bahkan berkembang, dan tidak punya

hutang sedikitpun terkait akomodasi di

Arab Saudi.

Bahkan Dubes Arab Saudi untuk

Indonesia, Syekh Essam bin Abed Al-

Thaqafi juga memberi klarifikasi atas se-

jumlah informasi yang perlu diluruskan

terkait penyelenggaraan haji 1442

H/2021M. Sebagaimana diberitakan ko-

ran ini Kamis (10/6) kemarin, saat berkun-

jung ke kantor MUI Dubes Syekh Essam

menjelaskan hingga saat ini Arab Saudi

belum mengumuman terkait penyelang-

garaan haji 1442H/2021M. Juga belum

memberi undangan haji ke Negara mana-

pun termasuk Indonesia

Meski pihak-pihak terkait dan berkompe-

ten sudah memberi klarifikasi secara gam-

bling, namun tidak menutup kemungkinan

para Õprodusen hoaksÕakan terus mempro-

duksi dan menyebarkan kabar-kabar tak

benar, khususnya melalui media sosial

(Medsos). Mereka akan selalu mencari ce-

lah dari informasi resmi yang beredar, atau

sengaja mengemas tulisan, foto, bahkan

menggambung-gabungkan potongan vi-

deo, atau mengulang-ulang potongan sta-

temen, sehingga muncul kesan kontradiktif

atau menimbulkan image tertentu

Untuk itu kita memang masih perlu

menggencarkan edukasi kepada masya-

rakat, agar mereka tidak mudah percaya

terhadap hoaks. Mereka harus kritis,

bahkan skeptis ketika mendapatkan infor-

masi dari sumber tidak resmi, meski terke-

san meyakinkan. Masyarakat harus di-

didik untuk hanya percaya kepada sum-

ber-sumber dari instansi resmi atau peja-

bat terkait, misalnya Menteri Agama,

Kepala BPKH dan juga website resmi

lembaga tersebut. Kalau ada potongan

video statemen pejabat tertentu, kemudi-

an diulang-ulang, bisa dipastikan itu info

hoaks yang dikemas dengan kepentingan

tertentu. Lebih bagus kalau kalau menge-

cek video statemen asli yang utuh.

Sedang terkait media yang menyiarkan,

baik media cetak, elektronika, maupun on-

line, masyarakat harus percaya kepada

media mainstream. Sebab seluruh awak

media tersebut dalam bekerja antara ber-

pegangan kepada undang-undang dan

kode etik, sehingga info yang disampai-

kan bisa dipertanggungjawabkan. Se-

dang medianya juga diferivikasi oleh

Dewan Pers. Sebab saat ini orang mudah

membuat media online. Juga membuat

tayangan video yang mirip dari studio tele-

visi resmi. Kalau masyarakat sudah bisa

memfilter dirinya sendiri, maka tidak akan

mudah termakan oleh kabar hoaks.

Karena itu, mari terus kita perangi

hoaks. Jangan mudah percaya info dari

sumber tidak jelas, instansi tidak resmi,

dan bukan dari media mainstream. Untuk

para produsen dan penyebar hoaks, se-

gera insyaflah dan bertobat sebelum ter-

lambat. Sebab perbuatan tersebut kelak

akan dimintai pertanggungjawaban.  ❑

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih par-

tisipasinya dalam menulis dan mengirimkan

artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat.

Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan

lewat email : opinikr@gmail.com dengan

panjang tulisan antara 535  - 575 kata, de-

ngan mengisi subjek mengenai isu yang di-

tulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy

identitas. Terimakasih. 
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Menguatkan Fungsi Perlindungan Keluarga
ASPEK perlindungan perlu mendapat

perhatian serius dalam upaya memba-

ngun keluarga berkualitas, terlebih di

masa pandemi Covid-19. Bahkan sejak

keluarga terbentuk, aspek perlindungan

harus sudah menjadi prioritas utama.

Artinya, keluarga yang dibangun harus

mampu melindungi segenap anggotanya

sehingga tumbuh rasa aman, nyaman

dan tentram. Tidak ada ancaman dan

gangguan baik fisik maupun psikis dari

manapun sehingga seluruh anggota kelu-

arga dapat melakukan aktivitas, belajar,

bekerja dan mengembangkan potensi

dirinya secara optimal.

Fungsi perlindungan merupakan salah

satu dari delapan fungsi keluarga yang

secara eksplisit tercantum dalam Pasal 7

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87

Tahun 2014 tentang Perkembangan Ke-

pendudukan dan Pem-bangunan Keluar-

ga, Keluarga Berencana dan Sistem In-

formasi Keluarga. Kedelapan fungsi yang

dimaksud adalah (1) Fungsi Keagamaan,

(2) Fungsi Sosial Budaya, (3) Fungsi

Cinta Kasih, (4) Fungsi Perlindungan, (5)

Fungsi Reproduksi, (6) Fungsi Sosialisasi

dan Pendidikan, (7) Fungsi Ekonomi, (8)

Fungsi Pembinaan Lingkungan. 

Guna menguatkan fungsi perlindungan

dalam keluarga, secara umum upaya ini

dapat dilakukan orangtua (ayah dan ibu)

dengan memposisikan diri sebagai pelin-

dung bagi seluruh anggota keluarga dari

ancaman dan gangguan baik dari luar

lingkungan keluarga maupun dalam ling-

kungan keluarga yang secara psikologis

berpotensi menimbulkan rasa was-was,

khawatir, tidak tenang serta secara fisik

berpotensi menimbulkan rasa sakit, luka,

cacat dan atau mengancam jiwanya.

Secara lebih terinci, upaya menguat-

kan fungsi perlindungan ini dapat di-

lakukan dengan jalan, pertama,

memenuhi kebutuhan rasa aman bagi

seluruh anggota keluarga, sehingga

merasa nyaman, tenang dan bahagia.

Jauh dari rasa tidak aman yang timbul

dari dalam maupun dari luar keluarga.

Upaya pemenuhan kebutuhan rasa

aman ini harus dipastikan oleh ayah ibu

terhadap semua anggota keluarga. Di

mana tidak ada anggota keluarga yang

merasa was-was atau khawatir terhadap

keamanan dirinya.

Kedua, membina keamanan keluarga

baik fisik maupun psikis dari berbagai

bentuk ancaman dan tantangan yang

datang dari luar. Artinya, ayah dan ibu

harus bisa memastikan tidak ada bahaya

yang mengancam seluruh anggota kelu-

arga. Ancaman fisik bisa dalam bentuk

bencana, kekerasan atau kejahatan.

Sementara dalam bentuk psikis, terhindar

dari perilaku ejekan, ancaman, bully dan

teror.

Ketiga, membina dan menjadikan sta-

bilitas dan keamanan keluarga sebagai

modal menuju keluarga berkualitas. Ini

harus dimulai dari keluarga. Keluarga

harus membina keharmonisan hubungan

antaranggotanya sehingga tidak ada ka-

sus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT), kekerasan terhadap perempuan

maupun anak baik fisik maupun psikis.  ❑

*) Drs Mardiya, Kepala Bidang

Pengendalian Penduduk Dinas PMD

Dalduk dan KB Kabupaten Kulonprogo.


